H: HENRIARSO -

PENDAHULUAN

‘Pada bulan Nopember 1978 telah disdakan Seminar Nesional Jamman
Sosial Tenaga Kerja oleh Direktorat Jénderal Perlindungan ‘dan Perawatan
Tenaga Keria, vang berthemakan ’*Jaminan Sosial sebagai salah satu'sarana
untuk ‘menuju ferciptanya pemerataan pendapatan’’. Maksud dang tujuan
diadakan Seminar tersebut untuk menyusun sistem.pembinaan, pengawasan
dan pengaturan di dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja yang
dapat diterapkan secara seragam’dan menyeluruh, serta dapat menunjang
usaha peningkatan perlmdungan dan: perbalkan tmgkat hidup tenaga ker}a
beserta keluarganya o : S -~

Dalam pldato sambutannya Menterl Tenaga Ker3a dan _Transmigrasz
mengatakan bahwa masalah jaminan sosial merupakan maszalah.yang cukup
prinsipial bagi kehidupan tenaga kerja ‘Dewasa ini pemberian jaminan sosjal
kepada tenaga kerja masih banyzk tergantung padas kemampuan masing-
masing perusahaan maupun ienaga kerja sendiri, sehmgga terlihat keadaan
belum meratanya penikmatan jaminan sosial bagi sesama tenaga kerja baik
secara kualitatip maupun kuantitatip. Apabila masalah tersebut tidak
ditanggulangi - dikuatirkan bahwa jurang pemisah antara tenaga kerja: yang
menikmati‘j Jamman sosial yang baik dan tenaga: Kerja vang belum memkmatl
jaminan sosial yang layak makin inelebar; Pada ‘akhirnya keadaan ini“akan
lebih memberi peluang timbulnya keresahan ‘sosial yang dapat mengganggu
stabilitas nas;onal Keadaan yang demikian jelas tld&k akan menguntungkan
di dalam proses produks; pada khususnya dan proses pembangunan pada
umumnya :

Apa yang menjadikan kekuaiiran di ‘atas merupakan perhatian yang
serius “dari “pemerintah.  Hal ini ‘terlihat jelas dalam Trilogi ‘Pembangunan
Repelita 11 vang menekankan ‘pentingnya’ pemerataan di samping pertum-
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buban _ekonomi dan stabilitas nasional. Tekad pemerintah tersebut lgbih
kelihatan dalam krida pertama dari’ sapta krida Kabinet Pembangunan
IIT jalah terciptanya keadaan dan suasana yang makin‘menjamin termpian ya
keadilan bagi seluruh rakyat dengan makin meratakan pembangunan ‘dan
hasil-hasilnya,

Untuk melaksanakan maksud tersebut dilakukan melalui delapan jalur
pemerataan yang meliputis

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya
pangan, sandang dan perumahan;

2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan
: kesehatan;

3. Pemerataan pembagian pendapatan;

4. Pemerataan kesempatan keria;

5. Pemerataan kesempatan berusaha;

6. -Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya

.. bagi generasi muda dan kaum wanita;
‘Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanzh air;
8. "Peme':ataan memperoleh keadilan.

- 'Masalah jaminan sosial tenaga kerja erat sekali kaitannya dengan
kedeiapan jalur pemerataan tersebut, dan antara jalur yang satu dengan lain-
nya bukanlah merupakan jalur yang terpisah. Namun demikian untuk tidak
menyimpang terlalu jauh dari pokok permasalahannya, dalam tulisan ini akan
membatasi dirj pada masalah jaminan sosial tenaga ker;a dalam hubungannya
dengan pemerataan pembagian pendapatan

BENTUK JAMINAN SOSIAL

- Tenaga kerja sebagai modal dasar pembangunan menempati posisi yang
strategis scbab sebagai anggota masyarakat -selain sebagai obyek juga
sekaligus merupakan subyek di dalam pembangunan. Tenaga kerja yang
berhubungan kerja dengan perusahaan mempunyai kegiatan usaha yang
produkiif sehingga sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlin-
dungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya. Usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, ditujukan kepada kesejahteraan
pada saat mercka masih bekerja, di hari {ua atau karena suatu hal mereka
tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,

Sebagai manusia atau individu, tenaga kerja mempunyai perasaan
kuatir  atau takut menerima resiko-resiko sosial vang dapat mengakibatkan
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berkurang atau hilangnya sama sekali pendapatan yang mereka terima.
Reberapa resiko sosial yang dimaksud antara lain: sakit, meninggal dunia,
kecelakaan yang mengakibatkan cacad, berhenti bekeria karena puius
hubungan kerjanya atau mencapai usia tua. Untuk menanggulangi rasa kuatir
dan takut akan terjadinya resiko sosial tersebut, tenaga kerja selalu berharap
adanya jaminan atas kelangsungan untuk tetap memperoleh pendapatannya
dengan _;aian mendapatkan jaminan sosial yang baik.

Bentuk_-bentuk jaminan sosial yang dimaksud dapat berupa bantuzn
sosial, pelayanan masyarakat dan asuransi sosial, yang masing-masing bentuk
mempunyai ciri yang berbeda-beda baik dalam hak-hak untuk mem-
perolehnya, jenis programnya, macam jaminannya, sumber pembiayaannya,
pelaksanaannya serta lapisan masyarakai yang menjadi sasarannya. Dagi
skema berikut dapat dilihat bahwa bentuk jaminan sosial yang diperuntukkan
bagi tenaga kerja adalah asuransi sosial. Mengingat bahwa sumber pem-
biayaan asuransi sosial tersebut diambil dalam bentuk iuran dari tenaga kerja
dan/atan perusahaan, berarti sangat tergantung kepada keadaan sosial
ekonominya. Berarti pula bahwa kemampuan tenaga kerja untuk men-
dapatkan tingkat jaminan sosial yang baik melalui sistem asuransi sosial
sangat tergantung kepada tingkat upah/penghasilan yang diterimanya, di
samping kemampuan keuangan perusahaan.

KEADAAN PENGUPAHAN

Seseorang yang melakukan pekerjaan atas perintah orang lain dalam
suatu hubungan kerja, selalu mengharapkan imbalan prestasi kerjanya berupa
upah sebagai bagian dari pendapatannya,

* Upah adalah tujuan obyektif kerja ekonomis yang merupakan sarana un-
tuk mencapai tujuan hidup manusia yang lebih tinggi. Sehingga dalam menen-
tukan tingei rendahnya harus diperhitungkan pula kemungkinan terwujudnya
syarat-syarat yang cukup untuk kelangsungan hidupnyva, baik di dalam atau di
luar proses produksi, baik selama bekerja maupun tidak bekeria.

Di samping syarat tersebut, penentuan tinggi rendahnya upah tenaga ker-
ja tidak boleh didasarkan atas biaya uniuk memulihkan atau memelhara
tenaganya agar terus dapat digunakan dalam proses produksi atau ditekan
seminimum mungkin sampai batas keharusan hidup.

Penentuan upah tidak hanya ditekankan untuk kepentingan tenaga kerja
sendiri, tetapi harus pula diingat nasib keluarganya, Keluarga merupakan
lingkungan pertama bagi manusia untuk berkembang menuju kesempurnaan.
Pembentukan keluarga adalah merupakan kodrat manusia, maka tenaga kerja
sebagai kepala keluarga harus menyediakan kebutuhan hidup keluarganya.




TAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

' '.'_Hal ini dztempuh oleh tenaga kerja dengan jalan bekerja, dengan dem1k1an
penientuan upah bagi tenaga kerja yang adil adalah upah keluarga sepadan
dengan martabat manusia.

_.Apa yang diuraikan di atas adalah merupakan segi idiil dalam.m_
“Hrakan: ‘tinggl rendahnya upah. Namun dilihat dari kenyataan praktek pem-
'benan:upah sehan—hari masih banyak yang jauh dari batas kelayakan-h _ﬁp

Hal tersebut tidak dapat terlepas dari kondisi pasar kerja dewasa inj- yang
'masxh menun;ukkan ketimpangan antara penawaran. tenaga kerpja“dan’
kemampuan penyerapannya, maka telah dapat dsperhxtuugkan beratnya
memngkatkan kehidupan sebagian besar tenaga kerja sampai pada tmgkat
keiayakan

Survey yang pernah dxseienggarakan Sub Direktorai Pengupahan ‘dan
Jaminan. Sosial Departemen Tenaga Keria & Transmigrasi menunjukkan
bahwa 69,31% dari tenaga kerja, karena rendahnya upah dibandingkan
dengan kebutnhan minimumnya masih memerlukan/mencari pendapatan
tambahan ‘baik dilakukan langsung oleh tenaga kerja maupun anggota
keiuarganya -Meskipun pemberian upab telah menunjukkan penmgkatan
namun masih banyak tenaga kerja yang belum mencapai tingkat upah yang
layak. Masih banyak perusahaan yang memberikan prosentase (%) yang ren-
dah dari seluruh biaya produksinya untuk upah tenaga keria, sebagai contoh
suatu survey dari Subdit Pengupahan dan Jaminan Sosial menunjukkan
bahwa pabrik tekstil memberikan untuk upah tenaga kerja tidak lebih dari 4%
— 5% dari biaya produksinya dibandingkan dengan 19% yang dlkeluarkan
untuk blaya pemasarannya.

... Dengan masih rendahnya tingkat upah seorang tenaga kerja berarti masih
terbatas pula kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan h}dupnya sampai
batas ke}ayakan Sebagai ukuran batas kelayakan hidup seseorang dxpakax
batasan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) menurut ilmu kesehatan, yang ter-
diri dari bahan makanan dan minuman, bahan bakar dan penerangan,
perumahan, alat-alat dapur, pakaian dan lain-lain. Kebanyakan penetapan
upah minimum yang berlaku masih jauh di bawah tingkat KFM setempat,

sehingga perlu adanya usaha untuk peningkatannya.

1.+ "Kebijaksanaan dan Program Kerju Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawaian Tenitga
Kerje Tahun 197871979, hal. 15-16 i
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: ‘Sebagai gambaran untuk perbandingan tingkat upah minimum dari KFM
setempat yvang pady umpmnya masih belum wajar, dapat diambil beberapa

contoh:
N © DAERAH SEKTOR/ UPAH KFMRATARATA
el s SUB. SEEKTOR MINIMUM BLN DESEMBER 1976,
1. | sématra Uthra Pekeria/Buruh Rp. 430,50/hari | KO: Rp. 10.819,—
harian pada {all in) K1: Rp. 27.208,—
perusaiaan swasta. K2: Rp. 37,188, —
2. <i Sumatera Barat Industry tekstil/ Rp. 350,~/hari | KO: Rp. 12.508,—
P pertenunan/konstruksi K1i: Rp. 29.359, =
bangunan. K2: Rp. 36.547,—
3. | Jawa Barat Perkebunan swasta Rp.215,—/hari | XO0:Rp. 11.764,—

K1: Rp. 30.508, -
K2Z: Rp, 41,997, —
Perusahaan swasta Rp. 175,—/hari | KO: Rp. 10.958,—
®i:Rp. 27.863,—
K2: Rp. 34.840,—

4, Jawa Tengah

5. ..{ Sulawesi Tenggera

Konstruksi bangunan Rp. 350,~/harl | KO: Rp. 14.443,
Kl: Rp. 47.400,—
K2: Rp. 59.584,—
Sumber : Kebijaksanaan dan Program Kerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan

Termga Kerfa Tahun [978/1979.

_ Dara komponen yang digunakan sebagai ukuran KFM, belum mencakup
kebutuhan hidup lainnya yang sangat diperlukan oleh tenaga keria, maupun
keluarganya misalnya; biaya pendidikan, biaya perawatan dan pengobatan,
kebutuhan hari tuanya dan lain-lain,

Dengan tingkat upah minimum yang masih jauh lebih rendah dari KFM,
sangatlah tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Oleh
karena itu untuk menanggulangi kebuichan biaya hidup tersebut perlu adanya
program jaminan sosial yang baik sebagai pelengkap di dalam pemberian
upah.

Penyelenggaraan program jaminan sosial sebagai bagian yang integral
dari upah, merupakan peningkatan dari kesejahteraan hidup tenaga kerja
beseria keluarganya,




JAMINAN SOSIAL TENAGAKERIA -

PELAKSANAANJAMINAN;SGSIAL-~- iitsog 20t

3 a;mnan 8051ai sehagal suatu SIStem perhndungan untuk menanggulangl

masyarakat 5 a bersama- arﬁa Srang diperuntukkan bagz anggbtanya Pém-
‘bebanan kepada rnasyarakat untuk keperluan jaminan sosial dapat dalam ben-
-_tuk pembayaran pajak ataupun melalui mekamsme pembayaran luran. asuran—

maupun perafuran perusahaan. .

Secara idiil pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerja telah dijamin
oieh Pancasila: sebagai: sumbertertib hukum: yang ‘berlaky; khususnya sila
kelima 1alah Keadilan Sosial: bagl seluruh ‘Rakyat. Indonesxa -Sila Keadﬁan
Sosial’ adalah dasar Yang: menjamm ‘bahwa dis Endonesxa tidak: akan da

] mampuannya Tuntutan bangsa Indonema untuk
hldup secara’ iayak akan ‘menjadi-Kenyataan di Indonesia yang berkeadilan so-
sial. Tujuan untuk mencapai kemakmuran tidaklah hanya untuk sesuatugo-
longan atau golongan-golongan tertentu, tetapi kemakmuran it harus merata
bagiseluruh bangsa indonesaa Jadidalam paham Keadilan Sosial dijaniin hak
untuk hidup layak; dijamin adanya hak milik, adanyathakatas jaminan isosial,
adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja
yang adil’dan baik, berhak atas:tingkat hidup’ yang'menjamin kesehatan dan
lain-lain, yang kesemuanya itu telah menjadi hak asasi’ vang telah: diakui oleh
UQD_maupun Uni_versa_i _Dccl_araﬁon of Human R_ights.__l y.

:.Hak untuk 'mendapatkan 3am1nan sosxal bagi tenaga kerJa secara" idiit

. [ _ atakan: ”T1ap tzap warga negara berhak atas
pekergaan dan penghxdupan yang layak bagi kemanus;aan Dengan demlklan
Jelaslah bahwa jaminan sosial merupakan sebag1an hak keh;dupan bag: warga
-negara khususnya masyarakat tenaga kerja R e :

Sebaga1 pelaksanaan dan cita-cita untuk memberlkan jaminan 3051a1 vang
layak bagi'tenaga’ Kerja térsebut; sejak-Indonesia memproklamasikan ‘Kemer-
dekaannya telah’ dxkeluarkan beberapa peraturan’ perundang-undangan yang
mengatur pemnberian - jaminan ‘sosial ~bagi “tenaga kerja:" Secara imum
‘pengaturan-tersebut dituangkan-dalam Undang-indang ‘No. 14 Tahun' 1969
tentang Ketentuan-ketentnan Pokok mengenai Tenaga'Kerja, khususnya;

1' “Lihat Drs C8.T. Kansnt SH Pancaszla dan Undang—lmdang Dasar 1945 Dasar I"a!safah
Y Negara; Bagian Pertuma, hal, 70 & 88 i Loarin :
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Pasal 10:  Pemerintah membina perlindungan kefjayang méacakip: & £ 23000
a. Norma keselamatan kerja;

b, MNormak kesehat n.kerja dan Hygiene Perusahaan; . ...

df

menganggur bag1 selurub tenaga kerJa zermasuk tani ‘dan nelayan)

sii2 Meskipun peraturan secara uimum yang dipakai sebagai-dasar pengaturan
jaminan sosial tenaga:kerja:sudah ada, tetapi untuk mewunjudkan masih
diperlukan ‘peraturan. pelaksanaaunya lebih:lanjut. Berkenaan dengan -itu
selama’ini-telah ada peraturan: perundang-undarigan lainnya yang mengatur
masalah jaminan sosial tenaga kerja untuk resiko-resiko sosial tertentu, baik
yang-berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, . Peraturan-Menteri,

Surat Keputusan: Bersama Dua: Menteri maupun Surat Kepuiusan Gubemur

antara lain: Y

15 Undang~Undang No. 2 rahun 1951 tentang Kecelakaan; vang mewajibkan
i pengusaha memberikan.ganti rugi serta perawatan bagi tenaga kerjanya
~iyang-tertimpa kecelakaan kerja. (Khusus untuk-pelaut diatur dalam
wutn Pergturan Keceiakaan Peiaut tahun 1940 — ordonnantle 10 September
v 1940 Sthl. Mo, 447) - e S

2. Peraturan Menteri Tenaga"Kerja No. 3 tahun 1967, iénta'ng pér'«
;. tanggungan sakit, hamil, bersalin dan memnggal dunia bagi pegawai/
._,pekerja dan. keiuarganya Bcrdasarkan peraturan tersebut perusahaan
. sukarela dapat mempertanggungkan ienaga kerjanya kepada Dana
. Jami n'_Sosral terhadap remko-reszko sosml sepertl tersebut dalam
L peratura____ersebut :

3. Surat Kepuiusan Bersama Mentem Pertambangan dan Menteﬂ ’I‘enaga
Ker_la Transm;gram dan Kopera51 No. : 660/Kpts/MEN/1975

e N 205/Kpts/Mi/Pertamb/1975.

- gai 30 Apni 19’75 yang mewaijkan pemborong-pemboreng vang. bekerja

.. pada sektor pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi untuk mem-

- pertanggungkan tenaga kerjanya terhadap resiko-resiko sosial yang ier-

" timpa“kecelakaan Ecer}a saklt dan penylsxhan dana pesangon kepada
Diana Jaminan Sosial. - : g

tang-

4.. - Melalui beberapa Surat Keputusan Gubernur di wi_layah daerah tingkat I.
diatur kewajiban pemborong yang bergerak di sektor bangunan untuk
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' '_mempertanggungkan tenaga kerjanya terhadap resiko-resiko sosial yang
tertimpa kecelakaau kerja dan sakit kepada Dana Jaminan: 3051a1 :

uruh ektor usaha teiah d:keluarka

Secaranasional dan berlaku unt _‘
temang Asuran51 Sosrai ’I‘en : g'a_-

Perat an Pemermtah No 33 tahun97;

‘ ; ag:b maupun sukarela selain’ masm sangai ferbatas ruang imgkupﬁyé '
'dahhat dan kelompok tenagd kerja yang' dﬂ;ndung: juga jenis-jenis: jaminan
- sosxal yang dxaturpuﬂ masxh terbatas belum mencakup seiuruh _kebutuhan

sosial membutuhkan dana tertentu yang harus ditanggnng secara b,
. sama maupun sendiri balk oleh pengusaha maupun tenaga kerja. Sedangkan
" di lain pihak kondlsl 5051a1 ckonomi pada umumnya baik pengusaha maupun
. tenaga kerj : masﬁ‘l terbatas untuk memlklrkan kepentmgan ‘ters

¥ Pada w'_ tu ini sxstem yang dlpakax oleh pengusaha-pengusaham dalam
. memberikan jaminan sosial/kesejahteraan bagi tenaga kerja masih beinm
© seragam ferganiung: kemampuan masing-masing. Ada 3 (tiga) <:.1stem yang
© sekarang ini dijalankan oleh perusah’aan perusqhaan di dalam membenkan
jaminan somal kepada tenaga ker}anya : g i :

L. Sistern tunjangan; jaminan sosial me!aiul sistemn ini dlbenkan dengan
penggannan uang tertentu secara iangsung bagl setiap resiko sos;al yang
terjadi: . : 5

2. Sistem GSUransi; Jamman sos:a} dxbeﬂkan dengan jalan mengasurans1kan
' .kepada Badan-badan “Asuransi atau kepada Yayasan/Koperasi yang
didirikan oleh Perusahaan sendiri, baik yang diwajibkan maupun yaﬁg
sukarela terhadap resxko—remko sosial yang mungkm terjadi. : ‘

L3, sttem upah bers:h (c!ean wage system) jamman sosial diberzkan secara
;-tetap dan teratur. Setiap resiko sosial yang menimpa tenaga kerja menjadi
I;“tanggungan tenaga “kerja sendiri. Pe}aksanaan dari sistem -ini btasanya
.:diatur dalam Perjamlan Perburuhan atau Perjanjlan Kerja. - !

Dari kenya_taan yang a_da dapat dxhhat keq_enderungan bahwa perusahaan 'y'aﬁg
: memberikan upah yang baik juga memberikan jaminan sosial yang baik bagi
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tenapa:-kerjanya, sebaliknya perusahaan yang memberikan upah kurang °
memenuhi kebutuhan hidup yang lavak akan memberikan jaminan sosial vang -
terbatas, Masalah ini dapat dipahami oleh karena perusahaan mempunyal_
modal '_ latif cu%«:up besar dan berkembang usahanya akan mampu mem-
bemkan upah dan jaminan sosial yang cukup baik, atau sebaliknya.

Uniuk memberikan gambaran nyaia dapat disajikan data sebégian
jamman sosial yang diberikan oleh Perusahaan sekior modern dan tradlsmnal _
_kepad tenaga kerjanya, sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian E?erw.__
buruhan’ (CLA) atau Feraturan Perusahaan darz psrusahaan yang be
sangkman % 4 ;

Dan beberapa data tersebut di atas jelas kelihatan, bahwa pemhenan:
jaminan ‘sosial kepada tenaga kerja tidak sama sesuai dengan kenampuan
perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pemerataan di dalam '
penikmatan jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang.
mempunyai penghasilan/upah rendah jusiru hanya mendapatkan jaminan
sosial “yang ‘sangat terbatas. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan
pémerataan pemberian jaminan sosial kepada tenaga kerja, Pemerintah
mengatur secara wajib pemberian j Jamman sosial tenaga kerja melahui mstem-
asufanm sos;al i

SISTEM ASURANSI SOSIAL

-Sampai saat ini oleh Pemerintah telah diatur penyelenggarasn jaminan
sosial secara wajib melalui sistern asuransi sosial, baik bagi pegawai negeri
sipil/ABRI maupun tenaga kerja swasta. Namun belum seluruh program
jaminan sosial telah diselenggarakan, tetapi dipilihkan sesuai dengan kondxsz
sosial ekonomi yang bersangkutan.

Program Jaminan Sosial tersebut adalah:

1. "Déna_'Tabungan dan asuransi pegawai negeri yang diselenggarakan oleh
Perum TASPEN, meliputi program-program: a} Tabungan, b) Asuransi
Kematian. Program ini dld’mr dalam Peraturan Pemerintah Mo. 10 tahun_
1963

2. Asurans; Sosial Angkatan Bersen;ata Repubhk Indonesia yang diseleng-
garakan oleh Perum ASABRI, meliputi program-program Tabungan dan
Asuransi Kematian, Program -program tersebut diatur dalam Peraturan

_Pemerintah Mo, 44 {ahun 1971,

3. Asuransi Eesehatan bagi pegawal negeri yang diselenggarakan oleh
Badan Penvelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pegawal Negeri,
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-+ meliputl program-program: Sakit untuk pegawaian Presiden Repubhk'
- Indonesia No. 230 tahun 1958.

4. Asuransi Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang dlselenggarakan

i pleh Perum ASTEK, meliputi program Asuransi Kecelakaan KEI‘_}& dan
Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan Asuransi Kematian, vang
chatur dengan P.P. 33/ 1977

Uramn selanjumya, akan membatasi diri pada jaminan sosial tenaga ker-
' ja bukan pegawax negeri snpﬂ/ABRI -yang merupakan sebagian besar jumlah
tenaga kerja di Indonesia. Telzh disinggung di atas, bahwa pemberian
jaminan sosial tenaga kerja masih sangat tergamung dari kemampuan
'perusahaan Sebagaimana hasil survey dari Sub Direktorat Pengupahan dan
Jaminan Sosial yang menunjukkan bahwa 69,31% dari tenaga kerja masih
menerima upah rendah, ini berarti dari jumlah tenaga kerja tersebut masxh
juga menerima jaminan sosial yang belum memadai.

: -OI_eh karena itu dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan
jaminan sosial tenaga kerja serta mewujudkan asas pemerataan dalam
penerimaannya, diaturlah melalui sistem Asuransi Sosial. Penyelenggaraan
program jaminan sosial melalui sistem asuransi sosial yang kepesertaannya
diatur secara wajib, diharapkan dapat menumbuhkan rasa solidaritas sosial di
dalam menghadapi resiko sosial bagi sesama tenaga kerja serta usaha untuk
mencapal tujuan pemerataan pendapatan.

- Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU tentang Ketentuan Pokok
mengenal Tenaga Kerja No. 14/1969, bahwa Pemerintah akan menyeleng-
garakan pertanggungan (asuransi) sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja
dan keluarganya, antara lain program jaminan sakit, hamil, bersalin,
meninggal dunia, cacad dan menganggur bagi seluruh tenaga kerja termasuk
tani dan nelayan.

. Penyelenggaraan Jaminan Sosial melalui sistem asuransi sosial pada
dasarnya mencakup ruang lingkup dan tujuan yang luas sehingga menim-
bulkan konsekuensi pembiayaan yang luas pula, yang pada hakekainya
pembiayaan program tersebut akan merupakan beban masyarakat. QOleh
karena itu dalam penyelenggaraannya perlu sekali diadakan pentahapan yang
disesuaikan dengan kemampuan masyarakat vang berkaitan langsung dengan
kebutuhan tenaga kerja akan jaminan sosizinya. Melalui PP, 33/1977 ter-
sebut, Pemerintah mewajibkan kepada pengusaha untuk mengasuransikan
tenaga kerjanya terhadap resiko tertimpa kecelakaan dan kematian, di sam-
ping itu perusahaan dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program
Tabungan Hari Tua bagi tenaga kerjanva.
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Dmnjau dari perkembangan pembangunan vang menuju ke arah mdustrl—
ahsasx penggunaan teknologi .maju, alat-alat berat dan bahan kimia
_ .merupakan salah satu sebab meningkatnya kecelakaan kerja. Karena kemam-
keuangan/ekcnoml perusahaan belum semuanya memadai, demikian
puIa ‘terbatasnya. ‘pengetahuan  baik perusahaan maupun tenaga kerja

j"mengenax hak dan kewajlban berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang.

: ._Kecelakaan No. 2/1951, maka sering tenaga kena yang tertimpa keceia g

_pkan adanya Jamman kepastian penenmaan hak tenaga :
: _""sehubungan dengan kecelakaan kerja dan sekaligus meratakan kemam uan
: 'perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. = :

Untuk melindungi resiko hari tua yang akan mengakibatkan terputusnya
pendapatan tenaga Kerja, perln adanya jaminan tersedianya dana yang dapat
dimanfaatkan pada waktu mencapal usia tna (55 tahun} atau pada wakiu
menderita cacad total dan tetap, ataupun meninggal dunia. Oleh karena dana
+haritua yang diatur melalui program Tabungan Hari Tua belum mencukupi

apabila‘ yang - bersangkutan meninggal dunia sebelom usia tua, maka
“kKepadauya diberikan kompensasi dengan asuransi kematian. i

" Aspek yang dapat diambil dari program jaminan sosial melalui sistem
-asuransi sosial seperti tersebut di atas-adalah untuk membantu tendga kerja
‘dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum di hari tuanyz dan ketenangan
-kerja bagi tenaga kerja pada u51a produkt:f karena merasa dmnya sudah ter-
jamindi hari tuanya ; . 4

Program 3amman sosial yang diseienggarakan meialul sistem asuran51
sosial = kepada tenaga kerja, juga mempunyai aspek pemupukan
dana/cadangan yang cukup besar jumlahnya. Cadangan tersebut merupakan

_sumber dana yang harus dapat dlmanfaatkan dalam menunjang program-

program - yang secjalan dengan strategi pembangunan ekonomi nasional.
Penggunaan dana akan ditekankan pada aktivitas yang dapat menmgkatkan
"kesejahteraan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja tanpa
mengurangi aspek keamanan dana tersebut -

Sesuai dengan prinsip diselenggarakanhya sistem asuransi sosial, maka
jaminan sosial yang diberikanpun dibatasi sampai pada batas kelayakan
kebutuhan hidup minimum seseorang. Oleh karena itu diharapkan dari tenaga
_kerja maupun perusahaan yang mamh mampu untuk meningkatkan jaminan
sosxalnya baik secara perorangan maupun kolekiif mengasuran31kan dmnya
ataupun diasuransikan kepada lembaga asuransi lain di luar badan yang
menyelenggarakan program asuransi sosial. Sebab dengan dilaksanakan
program asuransi sosial oleh Pemerintah, selain untuk melindungi resiko-
resiko sosial yang menimpa tenaga keria yang mengakibatkan hilang atau
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‘berkurangnva pendapaian yang diterimanya, juga dimaksudkan untuk
: 'nenumbuhkan cita rasa akanmanfaat dari sistem asuransi.

Sehubnngan dengan hal tersebut dan. dalam kaitannya dengan peranan
Pemermtah dalam melakukan pembmaan dan pengawasan terhadap iembaaa~
'Iembaga yang juga menyeienggarancan usaha yang ada sangkutannva dengan
. program jaminan sosial, maka perin diadakan aturan permainan yang sebalk-
'bazkn"ya antara Badan Penyeienggara program asuransi sosial dengan 1em»
'__baga—iembaga tersebut, sehingza mencerminkan usaha/kegiatan yang saimg
mendnkung serta berkembang secara bersama-sama. Dengan demikian
pelaksanaan sistem asuransi sosial dapat menunjang terciptanva pemerataan
kesempatan berusaha.

-KEMUNGKINAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL

i Seperti telah disinggung. dalam uraian terdahulu bahwa nemberian
~jaminan sosial dan jenis programnya bagi temaga kerja, belumizh merata
tergantung dari kemampuan ekonomi perusahaannya. Bagi perusahaan Yang
memberikan upah cukup batk cenderung memberikan jaminan sosial yang
baik pula atau sebaliknya. Melalui sistem asuransi sosial sebagaimana diatur
dalam PP.33/1977, terlihat kemungkinan kesamaan dan pemerataan penik-
-matan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mempunyai upah tinggi maupin
yang mempunyai upah rendah. Melalui sistem ini perusahaan yang mem-
berikan upah rendah akan mendapatkan subsidi dari perusahaan yang mem-
berikan upah tinggi di daiam membemkan jaminan sosial kepada tenaga ker-
janya.

" Sistem asuransi sosial mensyaratkan kepada perusahaan untuk membayar
iuran asuransi bagi tenaga kerjanya yang besarnya didasarkan prosentase dari
upah tenaga keria yang bersangkutan Sedangkan - sebagian besar
benefit/jaminan asuransl vang merupakan jaminan sosial tenaga kerja,
dinikmati sama oleh masing-masing tenaga kerja tanpa membedakan besar
kecilnya juran, misal: biaya perawatan dan pengobatan, ‘biaya pengangkutan,
tunjangan vangkubur dalam hal terjadi kecelakaan kerja, atau jaminan
Kematian,

Sebagai gambaran untuk mengeiahui berapa besar iuran vang harus
ditanggung pengusaha maupun tenaga kerja serta jaminan yang diberikan
dalam program asuransi sosial tenaga kerja, dapat dijelaskan sebagai berikiit:

1. Program Asuransi Kecelakaan Kerja:

1.1. luran ditenggung sepenuhnya oleh perusahazan sebesar 2,4% s/d 36% upah, terganiung
tingkat resiko kecelakazn yang mungkin terjadi di perusahazn.
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.20 JeminanAsiransi Keaek:kaarz Ke:y’a' :
s Gant; rugiio 3 :

A.l.Tunjangan sclama tldak mampu beker;a 120 han = EO-{}% % upah 8 nya

50% x upah.

- A2 Cacat total/sebagian. dibayar sekaligus (lump  sum), yang besarnya {ergantung

L pmsentasccacadxds upah sebuian,
AL 3Lhemat1an dibayar sekaligus, makmmum 6{)% b 48 # upah scbulan
4iU:mg kubur Rp 30.000,— -

.cngcbman/i’erawaian
. Ongkos angkutan ;-
2.0bat
3.3, Dokter
“Bi4 Operasi :

SRS Rontgen, laboratorium
vi: 2 Bo6. Perawatan, Puskesmas, SRU klas 1T
. BI.Gigi L

. B.8, Mata .

~ B.9. Lain-lain

€. Penyakit akibat hubungan kerja: i R
o -Jaminan - ganti - rugic dan - pengobatan/perawatan -sama  dengan - Ac: daniB.

D Batas mak51mum
N "_Seluruh blaya yang dikelrarkan untuk satu peristiwa kccelakaan tersabut B
“dengan B9 Vmaksimum Rp. 1.000.000,— fsatu juta ruplah), dengan

unfuk B.1, maksxmum Rp. 50.000,— (lima puluh ribu i'uplah) L

2. ngram Tabungan Han Tua yang dikaitkan dengan Asurans; Kematlan

2.1 _Iumn Tabungan Han Tua d[tanggung bersama;
.., Perusabaan . : 1,5% x upah satu bulan
" Tenaga Kcrja,::_ 1 % xupah satu E_)ulan__ '

22, Tabusgan yang diberikan sebesar jumlah tabungan ditambak bunga yang besamya dssesuax-
kan dengan hasil usaha Badan Penyelenggara. LA

“2.3. Turan ‘asuransi kematian bukan Kkarena kecelakaan kerja d)tanggung oleh . pengusaha
~sebesar 0,5% x upah satu bulan, - : 1

2.4.3 amiha_xi Kemati'a'n sebesar R_p. 170'.(}0{},_—'— .

Penvelenggara program jaminan sosial secara wajib melalui ‘sistem
asuransi sosial, mungkin akan berpengaruh terhadap kenaikan upah berkala.
Dengan adanya beban biaya tambahan dari perusahaan untuk membayar
juran asuransi sosial tenaga kerja, menganggap dirinya telah memenu?m
kewajibannya dalam memberikan kenaikan upah tepaga kerja. MNamun
apabila disadari secara teori bahwa beban biaya tambahan vang dikeluarkan
-perusahaan pada akhirnya merupakan beban dari konsumen atau masyarakat,
sebab akan dimasukkan di dalam biaya produksi yang diperhitungkan dalam
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menetapkan harga barang. Mungkin dalam tahap permulaan dapat dikatakan
iuran asuransi sosial merupakan beban biaya tambahan, karena belum sempat
diperhitungkan dalam harga jual.

“ "Pari pihak tenaga kerja, penyelenggaraan asuransi sosial mengandung
unsur pendidikan bagi dirinya dalam hal memikirkan nasib hidup hari tnanya,
Tanpa adanya kewajiban ikut serta dalam program asuransi sosial, dapat
dipastikan kebanyakan tenaga kerja khususnya vang berupah rendah tidak
sempat memikirkan hari tuanya, yang pada akhirnya akan menjadi beban
“keluarganya atau masyarakat sekitarnya. Dengan demikian setelah tenaga ker-
ja merasakan manfaat dari program asuransi sosial tersebut, diharapkan
.dapat menumbuhkan keinginannya untuk memikirkan jaminan sosial bagi

 dirinya. Meskipun secara nyata dengan ikut sertanya dalam program asuransi
sosial bagi perusahaan yang memberikan upah dan jaminan sosiat cukup ren-
dah kepada tenaga kerjanya merasakan keuntungannya, namun perusahaan-
perusahaan tersebut terutama yang bersifat tradisional yang biasanya
merupakan usaha yang bersifat padat karya cenderung akan merasakan bah-
wa program asuransi sosial merupakan beban biaya tambahan. Keadaan yang
demikian ite membuat posisi perusabaan serba sulit karena ditempatkan di an-
tara memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
dengan kemampuan keuangan vang serba terbatas. Masalah tersebut dapat
dipahami, karena jika labor-cost merupakan faktor yang dominan maka
beban biaya dalam penyelenggaraan program asuransi sosial akan relatif lebih
besar dibandingkan jika labor-cost relatif kecil dibandingkan biaya lainnva.

Maksud diselenggarakannya asuransi sosial di samping untuk mem-
berikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja juga akan bermanfaat di
dalam menciptakan ketenangan kerja yang dapat meningkatkan gairah kerja
sehingga meningkatkan produktivitas, dianggap sebagai pengertian teoritis
semata-mata karena memang ukuran untuk mengetahuinya tidak dapat dilihat
secara mudah dalam waktu yvang pendek.

Dikarenakan program asuransi sosial memang hanya memberikan
jaminan sosial sampai batas kelayakan hidup minimum, maka perusahaan-
peruszhaan yang telah menyelenggarakan sendiri program jaminan sosial bagi
tenaga kerjanya yang lebih baik daripada yang diberikan oleh program
asuransi sosial kurang merasakan manfaatnya ikut serta dalam program
asuransi sosial. Hal ini ada benarnya apabila hanya ditinjau dari sudut
kepentingan perusazhaan maupun tenaga kerjanya tanpa memperhatikan un-
sur-unsur terciptanya pemerataan penikmatan jaminan sosial bagi sesama
tenaga kerja.

Di lain pihak dari tenaga keria sendiri dirasakan bahwa manfaat
penyelenggaraan program asuransi sosial belum disadari sepenuhnya dewasa
ini. Penerimaan upah yang belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidup
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hari; _déhgan tambahnya pengeluaran untuk juran program a

sosial dir

‘maka penyelenggaraan program asuransi sosial tidak akan mencapai sa

‘nya untuk meningkatkan dan meratakan penikmatan jaminan sosial

tenaga kerja. Sebenarnya golongan tenaga kerja yang menerima upah.

“dan belum menikmati jaminan sosial yang baik adalah obyek penyelenggar
‘asuransi sosial. S

: "._-:'-__1':.':Di'l_il_l_gt?d_ari permasalahan yang dihadapi baik oleh perusahaam}.‘maupﬁn_ :
- tenaga kerja yang berupah rendah dan belum menikmati jaminan s '
';b'aik-,_-.u_n['uki!}i-;mencapai tujuan penyelenggaraan asuransi sosial mensyar:

“kan partisipasi dari perusahaan maupun ienaga kerja yang refa

 terkumpul akan lebih banyak, sekaligus dapat mernpakan subsidi yan, cukup.
berarti dalam pemerataan pemberian jaminan sosial bagi sesama tenaga kerja,

 PERANAN PEMERINTAH DI DALAM PELAKSANAAN JAMIN,
SOSIAL . i

Sesuai ic;l&ngan konsensus nasional di bidang hubungan perburuhan.
" sebagaimana clinyatakan dalam Hubungan Perburuhan Pancasila, ditegaskan
bahwa di dalam mekanisme hubungan perburuhan Pemerintah menempati.
posisi dan menjalankan peranan sebapai pengasuh, pembimbing, pelindung
‘dan pendamai yang sccara singkat. berperanan sehagai pengay '
pamong b_ggi seluruh pihak dalam masyarakat pada umumnya dan.
pihak yangtersangkut dalam proses produksi pada khususnya. il

Jelas di'sini di dalam pengaturan pemberian jaminan sosial bag.i.;:_te:nagé_
kerja sebagai bagian dari pelaku proses produksi, Pemerintah berkewaji_b_én'
untuk berperan aktif sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. L

Peranan Pemerintah dalam memberikan bimbingan, pembinaan iﬁr}i_adép.
pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, tidak hanya terbatas pada pihak
pengusaha mzaupun tenaga kerja, tetapi juga terhadap lembaga/badan-badan.
hukum yang menyelenggarakan usaha-usaha yang ada sangkut pauinya
dengan jaminan sosial tenaga kerja. s

Pembinaan oleh Pemerintah dimaksudkan secara lebih nyata di dalam
pembentukar sistem, prosedur, dan teknik di dalam penerapannya Serta
pengawasan dalam pelaksanaannya. Hal ini perlu dan mutiak dilakukan-
karena masalah jaminan sosial tenaga kerja sangat peka dan dekat: pada
keresahan ‘soosial yang sangat berpengaruit terhadap stabilitas “nasional.
Dikarenzkan masalah ditimbulkan tidak dapat dipecahkan oleh satu-sekior,
tetapi harus dilakukan secara cross sectoral yang melibatkan beberapa

':a's_'zi'}_can sebagai beban cukup berat. Kalau masalahnya demikian, 3

p_l_ihyai Londisi sosial ekonomi yang cukup baik. Dengan demikian da ng
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kegiatan di -dalam pemerintah ini, atau dalam arti kata lain secara antar
Depariemen.

PENUTUP .

~Disadari, bahwa tingkat upah dan jaminan sosial vang berlaku dewasa ini
masih rendah dibandingkan dengan tingkat kebutuhan pokok vang layak dari
sebagian besar tenaga kerja beserta keluarganya. -

Dalam keadaan perekonomian dewasa ini pada umumnya masih berat
untuk memaksakan peningkatan upah dan jaminan sosial secara lebih tajam
pada sebagian besar perusahaan-perusahaan terutama yang termasuk
menengah dan kecil. Tindakan yang demikian akan menimbulkan akibat yang
bersifat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan yang pada
gilirannya akan berakibat buruk terhadap kaum buruh pada wmumnya, di an-
taranya fidak meningkainya perluasan kesempatan kerja, malah dapat
berakibat tambahnya jumlah pengangguran,

~“Walaupun demikian, tingkat upah dan jaminan sosial vang serba rendah
sckarang ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan tidak dapat terlalu digan-
tungkan pada kekuatan pasar (market forces) semata-mata, karena upah dan
jaminan sosial vang rendah dapat menimbulkan akibat yang negatif bagi
stabilitas nasional dan dapat menurunkan kegairahan dan kemampuan beker-
ja tenaga kerja yang pada gilirannya menurunkan produktivizas kerja dan
produksi. .

Oleh karena itu perlu dilakukan, usaha-usaha untuk meningkatkan upah
dan jaminan sosial dan tenaga kerja secara sungguh-sungguh, walaupun tidak
terlalu menyampingkan perkembangan ekonomi pada vumumnya dan kemam-
puan sekior demi sekior perusahaan pada khususnya.

Peningkatan upah minimum diarahkan pada tingkat pemenuhan
kebutuhan fisik minimum sehingga beban resiko sosial vang mungkin terjadi
diperkecil. Usaha ini periu dibarengi dengan usaha peningkatan jaminan
sosial dengan cara baik pengusaha maupun tenaga kerja memenuhi
kewajibannva ikut serta dalam program asuransi sosial tenaga kerja
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupon aias
kemauan sendiri yang disesuaikan dengan kemampuannya,




